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Ikhtisar Putusan

Bahwa para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia dari berbagai
berprofesi dan juga sebagai pemilih dalam pelaksaan pemilihan kepala daerah.

Mengenai kewenangan Mahkamabh, oleh karena permohonan para Pemohon mengenai
Pengujian UU 10/2016 terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili
permohonan a quo.

Terkait kedudukan hukum para Pemoho, menurut Mahkamah, para Pemohon telah
menguraikan secara jelas kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia.
Selain itu, para Pemohon juga menjelaskan kualifikasinya, baik yang memiliki domisili di
Jakarta, Jayawijaya maupun Yapen, sebagai pemilih. Dalam kualifikasi demikian para
Pemohon juga telah menerangkan secara spesifik hak konstitusionalnya yang menurut
anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, yaitu hak
memilih dan dipilih, hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan yang demokratis, hak atas
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama
di hadapan hukum, hak untuk terwujudnya pemerintahan yang efektif sebagimana dijamin
dalam UUD 1945 karena adanya penunjukan kepala daerah yang berasal dari penjabat yang
ditunjuk dan bukan yang berasal dari pilihan rakyat. Dengan demikian, telah tampak adanya
hubungan kausal (causal verband) antara anggapan para Pemohon tentang potensi kerugian
hak konstitusional yang dijelaskan dengan berlakunya norma Pasal 201 ayat (9) beserta
Penjelasannya dan Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) sebagaimana diatur dalam UU 10/2016
yang dimohonkan pengujian, sehingga jika permohonan dikabulkan, potensi kerugian demikian
tidak akan terjadi. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil para Pemohon
perihal inkonstitusionalitas norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, menurut



Mahkamah para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon
dalam permohonan a quo.

Bahwa oleh karena pemasalahan permohonan para Pemohon dipandang oleh
Mahkamah telah cukup jelas maka tidak terdapat urgensi dan relevansinya bagi Mahkamah
untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan para
Pemohon kepada pihak-pihak sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 54 UU MK

Sementara itu, terkait dengan pokok permohonan, Mahkamah dalam pertimbangannya
menyatakan bahwa terkait isu pertimbangan hukum sebagaimana dikutip dalam Paragraf
[3.13] yang pada pokoknya konstitusional perkara a quo telah dipertimbangkan dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XIX/2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
15/PUU-XX/2022, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XX/2022 yang telah
cukup jelas menjawab isu konstitusional yang dipersoalkan oleh para Pemohon dalam perkara
a quo, menurut Mahkamah, para Pemohon seharusnya bisa memahami secara utuh ketiga
putusan Mahkamah a quo sehingga kekhawatiran para Pemohon mengenai adanya
ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi para Pemohon akibat penunjukan penjabat
Kepala Daerah, tidaklah akan terjadi. Sebab, pada prinsipnya Mahkamah telah memberikan
guidelines terkait mekanisme dan prosedur penunjukan Kepala Daerah yang akan dilakukan
oleh Pemerintah.

Selain itu, menurut Mahkamah, sekalipun para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan
hukumnya dalam mengajukan permohonan a quo lebih dikarenakan oleh adanya kepentingan
para Pemohon sebagai pemilih yang tidak dapat mengawal terselenggaranya penunjukan
penjabat kepala daerah yang demokratis, tidak ada legitimasi dari masyarakat terhadap
penunjukan penjabat kepala daerah, adanya potensi pembangunan daerah yang tidak
berkesinambungan dan tidak efektif akibat ditunjuknya penjabat kepala daerah, adanya potensi
masa jabatan penjabat kepala daerah yang menggantikan melebihi masa jabatan kepala
daerah definitif, serta adanya potensi tidak mempertimbangkan kekhususan untuk penjabat
kepala daerah yang ditunjuk di Provinsi Papua dan Papua Barat. Namun, berdasarkan
putusan-putusan Mahkamah tersebut, substansi norma Pasal 201 ayat (9) dan Penjelasannya,
Pasal 201 ayat (10) dan Pasal 201 ayat (11) UU 10/2016 justru untuk memberikan kepastian
hukum dalam hal pengisian jabatan kepala daerah yang kosong dalam rangka menjamin tetap
terpenuhinya pelayanan publik dan tercapainya kesejahteraan masyarakat di daerah. Maka,
dalam masa peralihan, sebagaimana salah satu substansi dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 67/PUU-XIX/2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XX/2022,
dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XX/2022, menegaskan perihal pengisian
jabatan kepala daerah yang kosong merupakan keniscayaan dalam rangka menjamin tetap
terpenuhinya pelayanan publik dan tercapainya kesejahteraan masyarakat di daerah.

Selain itu, menurut Mahkamah, berkenaan dengan pengisian Penjabat Kepala Daerah
pada masa peralihan (transisi) menuju penyelenggaraan Pilkada Serentak Nasional 2024,
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XIX/2021, Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 15/PUU-XX/2022, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XX/2022,
Mahkamah telah menegaskan beberapa hal mendasar yang harus dijadikan sebagai
pertimbangan dalam pengisian penjabat kepala daerah. Hal tersebut harus dituangkan
Pemerintah dengan menerbitkan peraturan pelaksana sehingga tersedia mekanisme dan
persyaratan yang terukur dan jelas. Pertimbangan mendasar tersebut antara lain:

1. Penjabat kepala daerah harus memiliki pemahaman utuh terhadap ideologi Pancasila dan
Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemahaman terhadap politik nasional yang
baik;

Penjabat yang ditunjuk memenuhi kualifikasi dan syarat yang ditentukan undang-undang;

Pejabat yang berwenang dapat mengevaluasi penjabat kepala daerah setiap waktu (terus-
menerus) dan dapat dilakukan penggantian apabila tidak mempunyai kapabilitas untuk
memberikan pelayanan publik;
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4. Pengisian penjabat tidak mengabaikan (memperhatikan) prinsip demokrasi dan pengisian
berlangsung secara terbuka, transparan, dan akuntabel,

5. Penjabat kepala daerah merupakan pemimpin yang kompeten, berintegritas, sesuai
dengan aspirasi daerah serta bekerja untuk rakyat demi mencapai kemajuan daerah;

6. Dengan lamanya daerah dipimpin oleh penjabat kepala daerah maka perlu
dipertimbangkan untuk memberi kewenangan kepada penjabat kepala daerah yang sama
dengan kewenangan yang dimiliki kepala daerah definitif;

7. Penjabat kepala daerah harus memiliki kompetensi manajerial pemerintahan yang baik,
sehingga dalam melaksanakan tugasnya sebagai pimpinan daerah dapat memenuhi
harapan dan keinginan masyarakat di daerahnya masing-masing;

8. Penjabat kepala daerah harus dapat bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah; dan

9. Sebelum pengisian penjabat kepala daerah, terlebih dahulu dibuat pemetaan kondisi riil
masing-masing daerah dan kebutuhan penjabat kepala daerah yang memenuhi syarat
sebagai penjabat kepala daerah dan memerhatikan kepentingan daerah, sehingga mampu
menjalankan visi, misi, dan RPJP daerah bersangkutan.

Berdasarkan pertimbangan pengisian penjabat kepala daerah sebagaimana
dikemukakan di atas, menurut Mahkamabh tidak terdapat keraguan bahwa Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 67/PUU-XIX/2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XX/2022,
dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XX/2022 telah mempertimbangkan secara
komprehensif konstitusionalitas ketentuan peralihan menuju Pilkada Serentak Secara Nasional
Tahun 2024. Dengan demikian, tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma
sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon.]

Hal lain yang juga dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah bahwa pada bagian Petitum
permohonan a quo. lhwal ini, para Pemohon dalam Petitum angka 2 memohon kepada
Mahkamah untuk menyatakan: frasa “diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan
penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun
2024” dalam Pasal 201 ayat (9) UU 10/2016 bertentangan dengan UUD 1945. Begitu pula
dalam Petitum angka 3, para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan
“Penjelasan Pasal 201 ayat (9) UU 10/2016 bertentangan dengan UUD 1945. Namun di sisi
lain, berkenaan dengan Pasal 201 ayat (9) UU 10/2016 dan Penjelasannya, pada Petitum
angka 5 para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan frasa “diangkat
penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya
Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024” dalam Pasal 201 ayat (9) dan
Penjelasan Pasal 201 ayat (9) UU 10/2016 konstitutional bersyarat (conditionally constitutional)
sepanjang dimaknai:

a. diangkat melalui mekanisme pengisian Penjabat Kepala Daerah yang demokratis yang
diatur kembali dalam UU atau Perppu;

b. Calon Penjabat Kepala Daerah memiliki legitimasi dan penerimaan yang paling tinggi dari
masyarakat;

c. Penjabat Gubernur dan Bupati/Walikota merupakan Orang Asli Papua untuk Pejabat
Kepala Daerah di Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat dan Pemerintah
Kabupaten/Kota di Papua dan Papua Barat;

d. Melalui proses penilaian yang mempertimbangkan usulan dan rekomendasi dari Majelis
Rakyat Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Papua, DPRD, Lembaga Masyarakat Hukum
Adat, dan tokoh agama.

e. Ada ketentuan yang jelas yang mengatur persyaratan-persyaratan sejauh mana peran,
tugas dan kewenangan dari Penjabat Kepala Daerah yang ditunjuk;”

f. Dapat memperpanjang masa jabatan kepala Daerah yang sedang menjabat dan/atau habis
masa baktinya pada tahun 2022 dan 2023; dan



g. Independen dan bukan merupakan merepresentasikan kepentingan politik tertentu dari
Presiden atau Pemerintah Pusat.

Bahwa menurut Mahkamah, dalam batas penalaran yang wajar, konstruksi perumusan
petitum demikian, dapat dikatakan sebagai permohonan (petitum) yang saling bertentangan.
Karena, di satu sisi para Pemohon menghendaki agar Mahkamah menyatakan Pasal 201 ayat
(9) UU 10/2016 dan Penjelasannya bertentangan dengan UUD 1945, sementara di sisi lain
para Pemohon menghendaki Pasal 201 ayat (9) UU 10/2016 dan Penjelasannya dinyatakan
konstitusional bersyarat (conditionally constitutional). Oleh karena itu, menurut Mahkamah,
Petitum demikian hanya dapat dibenarkan jika dibuat atau diformulasikan secara alternatif.
Tidak hanya terhadap Pasal 201 ayat (9) UU 10/2016 dan Penjelasannya, petitum yang saling
bertentangan juga terjadi dalam permohonan terhadap Pasal 201 ayat (10) dan Pasal 201 ayat
(11) UU 10/2016. Dengan penyusunan petitum demikian, permohonan tidak memenuhi syarat
formil permohonan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan para Pemohon tidak memenuhi syarat
formil sehingga permohonan a quo harus dinyatakan kabur. Andaipun permohonan tidak kabur,
guod non, berdasarkan pertimbangan di atas telah ternyata norma Pasal 201 ayat (9) dan
Penjelasannya, Pasal 201 ayat (10) dan Pasal 201 ayat (11) UU 10/2016 tidak terdapat
persoalan konstitusionalitas norma sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon, sehingga
permohonan para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya Menyatakan
permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.



